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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Manajemen.

Istilah manajemen dalam terjemahan bahasa Indonesia sampai saat ini ada keseragaman berbagai istilah yang dipergunakan misalnya ketatalaksanaan, manajemen, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Sehingga untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, dalam tulisan ini peneliti menggunakan istilah aslinya yaitu “manajemen”.

Selanjutnya peneliti akan mengemukakan beberapa definisi mengenai pengertian manajemen dari beberapa ahli. Diantaranya dari Siagian (1997:5) dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi Mengemukakan pengertianya sebagai berikut:

Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuati hasil yang dalm rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain, dan manajemen merupakan inti dari pada Administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksanaan utama dari pada Administrasi.
Sedangkan menurut Silalahi (1989:137) dalam bukunya Studi Tentang Ilmu Adminstrasi, Manajemen diartikan:
Sebagai aktivitas pendayagunaan sumber daya manusia dan materil dalam suatu kerjasama organisasional melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.
Masih menurut Silalahi (1989:145) dalam bukunya Studi Tentang Ilmu Adminstrasi pengertian manajemen mengandung berbagai aspek dan karakteristik sebagai berikut :
a.  
Manajemen sebagai proses, yaitu rangkaian tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada seoptimal mungkin.

b.
Manajemen sebagai suatu funsi, yaitu rangkaian kegiatan atas dasar fungsi-fungsi tertentu yang saling berkaitan.

c. Manajemen sebagai suatu kolektivitas orang-orang yaitu pejabat yang bertanggung jawab terlaksananya aktivitas manajemen dalm pencapaian tujuan sesuai dengan bidang yang dipimpinnya.

d. Manajemen sebagai suatu sistem, yaitu merupakan suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bidang  atau unit yang satu sama lain saling berkaitan.
e. Manajemen sebagai ilmu, yaitu sebagai ilmu yang bersifat indisipliner.

f.
Manajemen sebagai seni, yaitu merupakan keterampilan dalam mendayagunakan sarana dan prasarana dalam menggerakan, mengarahkan orang-orang dalam kegiatan manajerial.

g. 
Manajemen sebagai suatu profesi, yaitu merupakan bidang pekerjaan yang eksoterik atas dasar spesialisasi kealian tertentu.

B.  Pengertian Manajemen Perkantoran.



Sebelum menerangkan arti kecakapan teknis, maka peneliti akan terlebih dahulu menguraikan arti dari Manajemen Perkantoran. Peneliti melihat ada kaitanya antara manjemen perkantoran dengan kecakapan teknis, karena kecakapan teknis merupakan bagian dari kegiatan manajemen perkantoran.
            
      
Demikian pula peneliti akan mengemukakan pengertian kantor menurut Sedarmayanti (1999:2) dalam bukunya Dasar-Dasar Pengetahuan tentang Manajemen Perkantoran, ia mengatakan yang dimaksud dengan kantor, yaitu sebagai berikut :
1. Tempat diselenggarakanya kegiatan menangani informasi.

2. Proses menangani informasi, mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan sampai menyalurkan.

Kegiatan perkantoran bertitik tolak pada penyajian informasi yang paripurna yang didukung oleh sistem dan sarana yang tepat serta maksimal dan prosedur yang mantap. Demikian pula untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, maka peneliti akan memberikan beberapa pengertian manajemen perkantoran dari beberapa ahli.


Menurut Sedarmayanti (1998:8) dalam bukunya Dasar-Dasar Pengetahuan Manajemen Perkantoran mengemukakan sebagai berikut:

Manajemen perkantoran merupakan rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberi arah dan petunjuk) mengawasi dan mengendalikan melakukan kontrol, sampai menyelenggarakan secara tertib dan lancar suatu pekerjaan.

Menurut Komarudin (1993:8) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kantor, Teori dan Praktek mengemukakan bahwa manajemen kantor sedikitnya mempunyai dua definisi, yaitu:
Definisi pertama, Manajemen Kantor adalah perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan pekerjaan ketatausahaan untuk mencapai tujuan yang telah diperkirakan.

Definisi kedua, Manajemen Kantor adalah seluruh kegiatan penataan yang berhubungan dengan pelaksanaan tata usaha sebuah oraganisasi suatu proses tersebut mampu menyediakan informasi yang bermakna bagi proses pembuatan keputusan.

Keterangan kedua pendapat ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen perkantoran itu merupakan aktivitas dan jasa tata usaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Aspek-Aspek manajemen perkantoran menurut Moekijat (1997:3) dalam bukunya Aministrasi Perkantoran, sebagai berikut:

a) Tujuan : Adalah yang paling penting untuk menilai dan membentuk tujuan sebuah kantor atau bagian-bagianya.

b) Organisasi : Adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas kepada pegawai.
c) Metode : Berhubungan dengan pencarian pegawai, penempatan, pelatihan kenaikan jabatan dan pemberhetian mereka.

d) Lingkungan : meliputi gedung kantor, perkakas kantor dan kondisi-kondisi fisik dalam gedung.

e) Mesin-mesin dan perlengkapan : Semua benda mati yang dipergunakan dalam kantor guna membantu pelaksanaan pekerjaan.
C.  Pengertian Kecakapan Teknis.

Organisasi mempunyai tujuan yang harus dicapai, tentu terdapat beberapa orang yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap pemimpin dalam sebuah organisasi berkewajiban melaksanakan pencapaian tujuan. Pelaksanaan organisasi kegiatan operasional dilakukan oleh pegawai atau karyawan sehingga tugas seorang pemimpin menjamin keberhasilan pegawainya. Seseorang pegawai akan sukses tergantung dari kinerjanya apa yang telah dicapai oleh pegawai atau karyawan tersebut  untuk merealisasikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga kemampuan setiap pegawai harus diperhatikan seperti keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki setiap pegawai berbeda-beda dimana manajemen sebagai kumpulan orang dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi, misalnya: kelompok pimpinan atas, kelompok pimpinan tengah  dan kelompok pimpinan bawah. Bila dikaitkan dengan administrasi mempunyai kesamaan dimana prinsip administrasi adanya skala hierarki, skala pimpinan yang teratas sampai pada pimpinan terbawah. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya kecakapan kepemimpinan berbeda-beda.

Menurut Katz yang dikutip oleh Handayaningrat (1994:64) dalam bukunya Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen tentang kecakapan yang pokok dari pada kepemimpinan administratif dapat dibedakan ke dalam 3 bagian yaitu: 1.Kecakapan Konsepsional, 2. Kecakapan Kemanusiaan , 3.Kecakapan Teknis. 

Kecakapan konsepsional merupakan kemampuan mengetahui kebijaksanaan organisasi secara keseluruhan, ini diperlukan bagi pimpinan tingkat atas. Kecakapan kemanusiaan merupakan kemampuan untuk bekerja di dalam kelompok atau dengan kelompok, ini diperlukan bagi pimpinan menengah.

Kecakapan teknis ini penting bagi pimpinan tingkat bawah. Tipe pimpinan dalam perspektif pengklasifikasiannya pada level dalam hierarki organisasional dimana setiap orang yang menduduki posisi dan hierarki struktur organisasi bila dilihat dari tingkat manajemen terdapat tiga tipe manajer yaitu top manajer, middle manajer dan lower menejer. Orang-orang yang diluar struktur disebut kelompok bukan manajerial atau pegawai non struktur. Peranan pegawai non struktural secara hirarkis benar-benar memiliki kecakapan kemampuan kerja lapangan dengan lingkup mikro, dan lebih teknis operasionalnya dibandingkan dengan atasannya sehingga harus memiliki kecakapan teknis. Kecakapan teknis merupakan kemampuan menggunkan teknik-teknik, alat, metode serta pengetahuan tentang lapangan yang oprasionalnya bersifat teknis yang dilakukan oleh pegawai non struktural. Kecakapan teknis mempunyai peranan sangat penting agar dalam menjalankan tugas mendapatkan hasil yang optimal. 

Selanjutnya pengertian kecakapan teknis juga dikemukakan oleh Harlow yang dikutip oleh Syamsi (1983:47) dalam bukunya Pokok-Pokok Organisaasi Dan Manajemen adalah sebagai  berikut: “Kecakapan Teknis adalah Keterampilan yang dimiliki oleh   pimpinan yang bersifat teknis sesuai dengan bidangnya.”  

Lebih jelasnya lagi tentang kecakapan teknis, peneliti akan mengemukakan pendapat Field yang dikutip oleh Syamsi (1983:71) dalam bukunya Pokok-Pokok Organisaasi Dan Manajemen pengertian kecakapan teknis yaitu: “Kecakapan Teknis adalah Kecakapan diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis.” 

Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa kecakapan teknis merupakan keahlian atau keterampilan dari pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya sehingga akan mendapat hasil yang berdaya guna dan berhasil guna sampai tingkat yang optimal, Kecakapan teknis merupakan keadaan pegawai yang mempunyai keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis untuk sesuatu bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, hasil kerja yang optimal dalam bekerja merupakan sasaran atau tujuan kerja yang diinginkan oleh para pegawai dan instansi pemerintah. 

B. Indikator Kecakapan Teknis

Kecakapan teknis yang dikemukakan oleh Katz yang dikutip oleh Handayaningrat (1994:65) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, antara lain dari segi:1.Menggunakan Metode, 2. Proses, 3. Prosedur, 4. Penggunaan Alat. 

Peneliti selanjutnya akan menjelaskan tiap-tiap indikator dari kecakapan teknis yaitu:

1. Menggunakan Metode.

Metode ialah prosedur yang sistematis dan khusus yang digunakan dalam upaya menyelidiki fakta dan konsep, jika dilihat dari suatu pandangan tertentu. Metode juga disebut sebagai, cara bekerja, berbuat dan bertingkah laku. Dimana metode ini merupakan sebagai alat untuk pencapaian sasaran dalam sebuah tujuan, disamping itu juga metode merupakan cara yang harus ditempuh.

Metode kerja merupakan realisasi pelaksanaan dari prosedur kerja sebelum pelaksanaan teknis di tempat kerja. Kadang-kadang antara metode kerja dibedakan dengan teknis pelaksanaan kerja. Tetapi tidak jarang, bahwa metode kerja dan teknis pelaksanaan kerja berhimpitan arti dan pelaksanaanya.

Metode merupakan dasar dari setiap tindakan. Atas dasar tersebut maka Terry mengatakan pengertian metode yang dikutip oleh Syamsi (2004:42) dalam bukunya Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja  adalah sebagai berikut:

Metode adalah hasil penetapan mengenai cara pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan, serta hasil penetapan penggunaan fasilitas dan keseluruhan pengorbanan yang yang berupa pengorbanan waktu, uang, maupun pengorbanan lainnya.

Metode juga dapat diberi batasan, sebagai suatu cara yang menjadi pasti karena ketepatannya dan merupakan pola dalam melakukan suatu pekerjaan. Setelah prosedur berisi langkah-langkah pengerjaan itu ditetapkan maka pelaksanaan masing-masing langkah dalam menjalankan tugas itu diperlukan cara pengerjaannya (metode pengerjaanya). Sehingga metode itu adalah cara mengerjakan lebih lanjut dari salah satu langkah (atau beberapa langkah) yang telah ditetapkan dalam prosedur. Selanjutnya disusun teknik pelaksanaanya.

Penyempurnaan metode kerja dimana untuk dapat menetapkan metode pengerjaan yang tepat dibutuhkan ketrampilan dari pegawai. Keterampilan ini diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, kreativitas ditambah dengan feeling yang terlatih.

Motivasi untuk maju itu biasanya timbul karena ada persaingan, keinginan untuk pengembangan organisasi, serta peningkatan kesejahtraan anggotanya. Misalnya mengganti cara mengerjakan secara manual dengan menggunakan mesin memang akan lebih praktis dan efesien. Dan ini akan cocok bagi organisasi yang mengalami perkembangan pesat. Contohnya organisasi instansi pemerintah (khususnya pemerintah pusat) yang mengalami perkembangan pesat. Dengan tenaga yang ada, kemudian menggunakan mesin sebagai pengganti tambahan tenaga, berarti hasil yang diperoleh akan jauh lebih baik banyak.

Penggantian metode pengerjaan itu tidak boleh sembarangan. Jangan saja berorientasi pada keuntungan pribadi saja. Akan tetapi, harus mempertimbangkan dampak lingkungan: karyawan, masyarakat, dan lain sebagainya. Jangan sampai penggantian mesin menyebabkan PHK terhadap sebagain karyawan. 

Metode kerja yang telah dilaksanakan perlu dinilai apakah masih tepat atau perlu diadakan perubahan. Untuk mengetahui hal tersebut perlu diadakan studi gerak dan studi waktu yang digunakan untuk tiap-tiap langkah pengerjaannya.

Studi gerak merupakan penganalisisan mengenai segenap gerak dasar yang terdapat pada pelaksanaan suatu pekerjaan jasmaniah. Tujuannya adalah untuk menetapkan cara yang terbaik, untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sedangkan stadi waktu adalah penganalisisan mengenai suatu pekerjaan dengan pengukuran secara ilmiah dan memperhatikan berbagai faktor, seperti kelelahan atau kelambatan yang tidak dihindarkan. Hal tersebut untuk pedoman buku mengenai jatah waktu yang diperlukan guna menyelesaikan pekerjaan tersebut oleh seorang pekerjaan yang normal. Menurut Barnes  yang dikutip oleh Syamsi (2004:58) dalam bukunya “Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja”  ia mengatakan pengertian studi gerak dan waktu adalah sebagai berikut: “Studi gerak dan waktu adalah analisis dari Metode atau tata kerja, benda adat dan perabotan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan.”      
Adapun tujuannya menurut Barnes  yang dikutip oleh Syamsi (2004:58) dalam bukunya “Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja”  ia mengatakan tujuan dari studi gerak dan waktu adalah sebagai berikut:

a. Menemukan cara yang lebih hemat untuk mengerjakan pekerjaan.

b. Menstandarisasikan tata kerja (metode), benda, alat dan perabotan.

c.    Menetapkan secara cermat waktu yang diperlukan oleh seorang pekerja yang cakap dan terlatih serta sepatutnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan kegiatan yang normal.

d. Membantu dalam pelatihan pegawai mengenai tata kerja (metode) yang baru. 

Menurut Gilbert yang dikutip oleh Syamsi (2004:58) dalam bukunya “Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja”  ia mengatakan setiap pekerjaan secara bulat itu merupakan rangkaian pelaksanaan gerak-gerak dalam dasar dalam berbagai kombinasi. Keseluruhan lingkaran gerak dalam pekerjaan apa saja dapat dibagi menjadi 17 macam gerak dasar adalah sebagai berikut:

a. Mencari adalah tangan atau mata seorang karyawan bergerak kian kemari untuk menemukan sesuatu.

b. Menemukan adalah tangan atau mata menemukan apa yang dicari. Gerak ini terjadi pada akhir gerak “mencari”. 

c. Memilih adalah tangan atau mata seseorang karyawan berusaha mengambil pada sesuatu benda tertentu diantara beberapa benda yang ada. 

d. Mencekau adalah jari-jari untuk menangkap sesuatu.

e. Berjalan dengan muatan adalah seorang karyawan atau sebuah tangan bergerak pindah dari suatu tempat ketempat yang lain dengan membawa sesuatu.

f. Meletakkan adalah menaruh pada sesuatu tempat tertentu.

g. Menghimpun adalah menggambungkan suatu benda dengan benda lainnya sehingga merupakan suatu kesatuan utuh. 

h. Menggunakan adalah memakai suatu alat sesuai dengan maksud penggunaan alat tersebut.

i. Mencari adalah memisahkan suatu benda dari benda lain yang semula merupakan kesatuan utuh.

j. Memeriksa adalah meneliti apakah sesuatu cocok dengan apa yang telah ditetapkan.

k. Meletakkan secara siap siaga adalah menaruh suatu alat pada tempat tertentu menurut posisi yang tepat sehingga alat itu dalam keadaan siap siaga untuk seketika dipakai dalam langkah pengerjaan berikutnya.

l. Melepaskan muatan adalah seseorang karyawan atau sebuah tangan memisahkan diri dengan beban yang semula ditanggungnya. 

m. Berjalan tanpa muatan adalah seseorang atau tangan bergerak tanpa beban apa-apa

n. Beristirahat untuk melepaskan lelah adalah seseorang karyawan berhenti bekerja sampai kuat untuk kerja kembali.

o. Kelambatan yang tidak dapat dihindarkan adalah sesuatu kelambatan dalam pelaksanaan kerja yang terjadi  di luar kekuasaan seorang karyawan untuk mencegahnya.

p. Kelambatan yang dapat dihindarkan adalah sesuatu kelambatan yang menjadi tanggung jawab seorang karyawan karena ia dapat mencegah kalau ia mau.

q. Merencanakan adalah menggambarkan dalam pikiran gerak apa yang akan dilakukan untuk saat berikutnya.

2. Proses.

Pekerjaan dalam sebuah instansi pemerintah yang terdiri dari atas beberapa posisi, maka antar posisi harus terjalin suatu hubungan timbal balik sehingga hasil dari posisi itu sesuatu yang sifatnya utuh. Hubungan antara posisi yang satu dengan posisi yang lainnya dipelajari bagai mana terjadinya hubungan, sifat hubungan dan pengaruh dari hubungan tersebut. Sehingga terjadilah sebuah proses pekerjaan, proses pekerjaan menyangkut pula prosedur pelaksanaan bagian-bagian pekerjaan atau kegiatan untuk mencapai suatu tahap tertentu dari pekerjaan itu. Sebagai suatu alat untuk mengendalikan pekerjaan atau bagian pekerjaan agar tidak simpang siur dan terarah kepada maksud dilaksanakanya kegiatan itu, maka prosedur haruslah ditetapkan dengan jelas pada setiap pekerjaan. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya faktor waktu, hal ini sangat penting agar dapat ditetapkan standar waktu dan hasil bagi tiap jenis pekerjaan. Guna mengetahui pemakaian waktu dalam melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan perlu adanya pengukuran kerja. Adapun manfaat pengukuran kerja menurut Terry yang dikutip oleh Moenir (1983:91) dalam bukunya “Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian”, adapun manfaatnya yaitu :

a. Membagi pekerjaan dengan beban yang seimbang.

b. Menentukan keberhasilan pekerjaan dalam unit.

c.    Meneliti prestasi kerja.

d. Menggambarkan dimana diperlukan usaha perbaikan.

Proses pekerjaan bagian yang penting lainnya adalah mengenai urutan kegiatan. Ini juga akan menghasilkan standar kerja yang menjadi landasan dalam kegiatan yang dilakukan melalui ban berjalan, baik dengan tenaga manusia maupun tenaga alat. Menurut Terry yang dikutip oleh Moenir (1983:91) dalam bukunya “Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian”, pengertian urutan kegiatan dalam proses pekerjaan adalah : “Urutan kegiatan adalah menetapkan jalannya atau saluran yang dilalui pekerjaan/kegiatan dan urutan kegiatan itu dalam rangka penyelesaian pekerjaan.”
  Dijelaskan urutan tahap demi tahap dari rangkaian pekerjaan sangat penting dalam proses pekerjaan. Maka antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya terdapat hubungan yang erat, hal ini hendaknya demikian dan ini dilakukan untuk tertibnya organisasi dengan aturannya juga untuk menjaga tertibnya administrasi kantor yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, hal ini untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan.   
Proses kerja juga membutuhkan komunikasi karena komunikasi penting dalam rangka membina hubungan kerja dengan baik. Menurut Davis yang dikutib oleh Soedjadji (1996:76) dalam bukunya Organisasi dan Method penunjang berhasilnya manajemen dikatakan kamunikasi adalah: “Komunikasi adalah proses penyampaian keterangan dan pengertian dari orang satu kepada orang yang lain.”
Dalam hal ini berarti adanya pihak pengirim berita (sender) dan pihak penerima (receiver) selanjutnya komunikasi berlangsung dari unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain atau dari atasan kepada bawahan atau sebaliknya yang disebut laporan, komunikasi harus bersifat timbal balik. 

Proses kerja juga mencakup kegiatan pekerjaan yang dilakukan, tanggung jawab yang dipikul kecakapan dan keterampilan yang diperlukan kondisi dan lokasi pekerjaan serta tidak lepas dari peranan pegawai itu sendiri. Setiap pekerjaan mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan yang lain, sehingga sistem dan prosedur harus ditempuh. Hal ini juga dapat menggambarkan hubungan kerja baik secara secara vertikal maupun horizontal, yang sekaligus dapat memperlihatkan pola koordinasi yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan.

Pegawai dalam menjalankan tugasnya harus didukung dengan kemampuan. Kemampuan meliputi pendidikan, pelatihan, kualifikasi dan pengalaman kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Setiap pegawai ditempatkan pada posisi atau jabatan sesuai dengan sikap, minat dan ketrampilan, hal ini sangat penting sekali dalam proses kerja agar pegawai tersebut mempunyai kemampuan dan cocok untuk melaksanakan pekerjaan yang dituntut olehnya.
3. Prosedur.

Prosedur merupakan rangkaian dari tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas atau juga merupakan cara pelaksanaan menurut tata tertib yang meliputi penentuan tujuan kedudukan, bentuk susunan, dan struktur organisasi, pembagian kekuasaan, tanggung jawab tugas, kewajiban serta hubungan tata kerja. Ada beberapa pengertian tentang prosedur kerja. Antara lain dikatakan bahwa prosedur kerja menurut Terry yang dikutib oleh Syamsi, (2004:33)  dalam bukunya Efisiensi, Sistem dan Prosedur Kerja adalah sebagai berikut: “Prosedur kerja adalah serangkaian tugas yang saling berkaitan dan yang secara kronologis berurutan dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan.”
Pada hakikatnya prosedur itu diterapkan bagi pekerjaan yang terjadi berulang. Dalam prosedur biasanya dicantumkan batas waktu untuk setiap langkah, sehingga prosedur itu berjalan dengan sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Untuk keperluan ini dibutuhkan studi gerak dan waktu. Batas lamanya waktu sangat penting. Terlebih lagi kalau suatu prosedur itu ada kaitannya dengan prosedur lain yang keseluruhan dari prosedur – prosedur itu akan selesai pada batas akhir waktu yang sama. 

Pemimpin dan pegawai dalam organisasi memegang peranan penting dalam melaksanakan suatu kegiatan sehari-hari oleh karena itu seorang pemimpin dan pegawai harus mempunyai pedoman tentang prinsip-prinsip prosedur kerja guna memudahkan dalam pembagian kerja bagi para pegawai atau bawahannya. Sebuah prosedur kerja memiliki stabilitas dalam arti harus memberikan kemantapan arah yang ditetapkan dimana hanya dibuat perubahan-perubahan fudamental pada                 sasaran / faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur tersebut, tetapi dilain pihak perlu adanya fleksibilitas pada prosedur-prosedur agar dapat dihadapi sesuatu keadaan darurat / kritis permintaan-permintaan khusus atau penyesuaian terhadap kondisi temporer. 

Prosedur kerja dapat mencapai seperti apa yang diharapkan, bila dalam pelaksanaanya berdasarkan pada beberapa prinsip-prinsip prosedur kerja yang dikemukakan oleh Soedjadi (1996:84) dalam bukunya Organization and Methods Penunjang berhasilnya Proses Manajemen adalah sebagai berikut:

a. Memperhatikan segi-segi tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya dan waktu yang tersedia serta segi-segi luas, macam dan sifat dari tugas atau pekerjaan.

Prinsip pertama adalah bahwa prosedur kerja selalu memperhatikan segi-segi tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya dan waktu yang tersedia serta segi-segi  luas, macam  dan sifat dari tugas atau pekerjaan yang dapat diartikan dalam pembuatan prosedur kerja seorang pemimpin melihat dan menyesuaikan biaya dan yang lainnya dikantor  apakah sudah dapat menunjang para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sebagai contoh perlengkapan fasilitas yang diperlukan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Segi-segi Tujuan : Dimana  prosedur kerja yang dilakukan oleh individu-individu harus memperhatikan tujuan yang bisa memberikan upaya yang terbaik melalui tindakan-tidakan yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

· Pengetahuan yaitu tentang apa yang harus dilakukan

· Cara bagai mana untuk melakukannya agar lebih efektif dari segi usaha-usaha yang dilakukan.

· Menetapkan dan memelihara pula suatu kondisi lengkap yang memberikan responsi, ekonomis,psikologis sosial, politis. 

2) Fasilitas adalah komponen-komponen yang memberikan kontribusi    secara bermakna baik fisik maupun non fisik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Peralatan adalah Serangkaian alat bantu yang berfungsi untuk memperlancar tujuan melalui aktivitas para pegawai. 

4) Material adalah Bahan-bahan sebagai tuntutan kebutuhan yang diperlukan untuk proses kegiatan yang telah ditetapkan.

5) Biaya adalah merupakan faktor yang sangat penting untuk proses   kelancaran dalam proses pengadaan barang, upah dll. Akan tetapi biaya harus dipergunakan sebagi mana mestinya sistematis sesuai dengan tingkat kebutuhan.

6) Waktu merupakan peranan yang sangat penting sebagai tolak ukur yang telah menjadi tumpuan yang harus diperhatikan.

7) Segi luas serta sifat tugas menjadi titik berat yang harus dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.    

b. Adanya penjelasan tentang tujuan organisasi, skema organisasi berikut klasifikasi jabatannya, unsur-unsur kegiatan didalam organisasi dan semacamnya.

Prinsip kedua ini menjelaskan tujuan organisasi yang jelas. Skema organisasi, klasifikasi jabatan dan unsur-unsur kegiatan dalam organisasi, dalam hal ini pimpinan perlu menjelaskan pekerjaannya dengan baik.

1) Penjelasan tentang organisasi: setiap pegawai harus dapat informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas untuk maksud tersebut maka rencana-rencana yang sudah dibuat diberitahukan kepada semua anggota dalam bentuk instruksi perintah yang sampai yang disampaikan. 

2) Skema organisasi :memperlihatkan penjelasan tentang berupa gambar, nama pekerjaan dari atasan samapai bawahan, tanggung jawab dll, sebagai penjelasan.

3) Klasifikasi jabatan: adanya penjelasan tentang penggolongan jabatan sesuai dengan tanggung jawab, hak dan wewenang seorang pegawai dalam menjalankan tugas.

4) Unsur-unsur kegiatan dalam organisasi: adanya penjelasan tentang seluruh kegiatan organisasi dari pemberian tugas diteruskan penyelesaian tugas dan pelaporan tugas, bahkan diluar itu misalkan adanya penilaian karyawan, cuti dll.
c. Harus dipilih satu pokok bidang tugas yang akan dibuat bagan prosedurnya.

Bagan yang dibuat hendaknya sederhana mungkin dan jelas supaya pegawai tidak mendapat kesulitan untuk memahami bagan tersebut dan demikian pula dalam bekerja, sehingga pekerjaan yang di hasilkan dapat maksimal. Dengan adanya bagan tersebut dapat dijadikan informasi tentang arus tugas yang harus dilewati agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam memberi tugas. 

d. Dibuat daftar dari tiap-tiap detail pekerjaan   berikut lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas termaksud.

Prinsip keempat ini dijelaskan dan dibuat daftar dari detail-detail pekerjaan berikut lamanya waktu, sebaiknya dijelaskan lamanya waktu penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya kejelasan waktu tersebut maka pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan sehingga pekerjaan tidak tertunda dan meringankan pegawai.

e. Dijelaskan penetapan urutan tahap demi tahap dari rangkaian   pekerjaan.

Agar dijelaskan urutan-urutan tahap demi tahap dari rangkaian pekerjaan, maka antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya terdapat hubungan yang erat, hal ini hendaknya demikian dan ini dilakukan untuk tertibnya organisasi dengan aturannya juga untuk menjaga tertibnya administrasi kantor yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, hal ini untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan.   

f. Tiap-tiap tahap itu harus merupakan kerja yang nyata dan  perlu  untuk pelaksanaan dan penyelesaian bidang tugas termaksud.

Bahwa dalam prinsip keenam ini tiap-tiap tahap betul-betul merupakan pekerjaan yang nyata dan untuk melaksanakan dan penyelenggarakan seluruh/tugas pekerjaan, yang dapat diartikan bahwa prosedur kerja setelah dibuat untuk benar-benar dapt diwujudkan/diterapkan serta perlu adanya kerja sama antar unit dalam organisasi serta prosedur kerja itu sendiri mudah dimengerti dan dilaksanakan, dari tahap awal sampai tahap akhir dapat dijalankan dengan baik tanpa menemui kesulitan-kesulitan. Apabila hanya sebagian dari tahap tersebut dapat dijalankan, maka hasil kerja tidak dicapai secara maksimal, selain itu perlu diadakan pengawasan yang dilakukan pimpinan untuk dapat melihat apakah prosedur kerja tersebut dapat dilaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.

g. Harus ditetapkan tentang skill dan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan bidang tugas termaksud.

Pada prinsip ini diminta adanya kecakapan dan ketrampilan dari pada pegawai didalam melaksanakan setiap pekerjaan. Pimpinan menempatkan pegawai sesuai dengan kecakapan dan keterampilkan yang dimiliki, serta disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya, 

sebab jika pegawai yang ditempatkan pada bagian tersebut tidak mampu atau tidak cakap dalam bekerja dapat menghambat serta hasil yang dikerjakannya tidak sesuai dengan yang ditentukan, dan jika perlu diberikan pendidikan dan latihan kerja yang menunjang dalam kelancaran kerja.
1) Skill atau kecakapan: dimana adanya tuntutan untuk menguasai-teknik perencanaan kebutuhan, jabatan, prakiraan penempatan pekerjaan, analisis pekerjaan, penempatan pegawai, target formasi yang dibutuhkan, pembinaan dan pengendalian pegawai.

2) Ketrampilan : mempunyai dasar pengalaman yang luas dibidang kepegawaian dan dapat memahami kebutuhan manusia tentang hak dan kewajiban selaku pegawai.     

h. Sistem kerja itu harus disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas dan fleksibilitas.

Dalam prinsip ini prosedur disusun memiliki stabilitas dan fleksibilitas artinya prosedur stabilitas tidak berubah-rubah sehingga menjamin kelancaran pekerjaan dan dalam pelaksanaannya prosedur kerja tidak dibuat kaku, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan.

i. Penyususnan prosedur kerja disesuaikan dengan kemajuan jaman dan teknologi.

Prosedur kerja disesuaikan dengan kemajuan jaman dan teknologi, hal ini memang sangat penting dan menunjang kelancaran pekerjaan serta pada saat ini telah banyak dipergunakan oleh instansi baik itu instansi pemerintah maupun swasta yang telah menggunakan alat-alat canggih dalam melaksanakan pekerjaannya dan hasilnya baik.

j. Untuk menggambarkan tentang penerapan sesuatu prosedur tertentu  sebaiknya dipergunakan tanda-tanda atau simbol.

Pada prinsipnya suatu unit kerja menggunakan skema/symbol bagan prosedur kerja untuk memudahkan pekerjaan, khususnya bagi pimpinan bermanfaat untuk mempersingkat waktu baginya dalam rangka mempelajari keseluruhan proses pekerjaan, serta dalam penilaian dan pengambilan keputusan.

k. Untuk menjamin penerapan prosedur kerja dengan setepat-tepatnya, maka adanya buku-buku pedoman adalah mutlak.

Prinsip ini untuk menyelesaikan pekerjaan setepat-tepatnya, maka perlu adanya buku pedoman tentang hal-hal yang sangat penting adalah perlu, dengan adanya buku pedoman ini banyak keuntungan yang dapat diambil dalam menyelesaikan pekerjaan 

4. Penggunaan Alat. 

Seseorang pegawai atau pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tanpa disertai alat kerja. Alat kerja sangat diperlukan bagi pegawai yang bekerja bersifat operasional sehingga memerlukan alat kerja operasional. alat kerja operasional yaitu semua benda atau barang yang berfungsi sebagai alat yang langsung digunakan dalam produksi. Dengan pengertian ini termasuk di dalamnya semua alat kerja di kantor seperti mesin tulis, mesin pengganda, mesin penghitung, mesin komputer. Hasil kerja tidak akan optimal jika tidak diberikan alat-alat kerja yang baik serta penguasaan penggunaan alat kantor.

Perlu diperhatikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh jika dapat menggunakan alat kantor hal ini dikemukakan oleh Moekijat  (1995: 125) dalam bukunya yang berjudul Tata laksana Kantor Manajemen perkantoran yaitu:

a. Menghemat tenaga kerja, sehingga sebagian pegawai dapat dipindahkan untuk melakukan pekerjaan yang lain.

b. Menghemat waktu, misalnya dalam membuat daftar gaji.

c. Meningkatkan ketelitian dan memperbaiki mutu pekerjaan, misalnya mesin hitung memberikan ketelitian secara mekanis dan meniadakan kegiatan pemeriksaaan.

d. Mengurangi rasa bosan dibandingkan dengan metode-metode tertulis. Beberapa mesin adalah membosankan, tetapi bila pekerjaan dilakukan dengan cepat, mungkin rasa bosan tersebut dapat dikurangi.

e. Pekerjaan tampak lebih baik. Faktur-faktur yang diketik nampak lebih baik ketimbang faktur-faktur yang ditulis dengan tangan.

f. Mencegah adanya penggelapan, misalnya mesin-mesin untuk menulis cek.

g. Mengurangi kelelahan pegawai kantor dan dengan demikian menambah mutu pekerjaan, misalnya dengan menggunakan mesin tik elektris.

h. Memberikan informasi lebih banyak dan lebih cepat ketimbang waktu sebelumnya kepada pimpinan, misalnya dengan menggunakan komputer elektronis.    

Setiap kantor modern selain kertas dan alat tulis untuk melaksanakan tata usaha masih diperlukan bermacam-macam barang perbekalan yang banyak sekali ragamnya dan jumlahnya mencapai puluhan seperti misalnya amplop, asahan potlot, bak surat, bantalan cap, jam tembok, jepitan kertas, dan sejenisnya. Setiap kantor harus dilengkapi sejumlah perlengkapan tatausaha, menurut Frances king dan louis Feldman yang dikutib oleh Gie (1991:223) dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern perlengkapan tatausaha tersebut adalah:  
· Mesin tik.

· Mesin stensil

· Mesin jumlah

· Lemari arsip

· Timbangan surat

· Keranjang sampah

· Bak surat

· Cagak topi

· Jam

· Kamus

· Blangko surat

· Amplop, berbagai ukuran.

· Kertas polos

· Karbon

· Buku catatan

· Berkas

· Tanda petunjuk arsip

· Tanggalan meja

· Tinta

· Tangkai pena

· Pena

· Potlot

· Potlot warna

· Penghapus potlot

· Penghapus mesin tik

· Penghapus tinta

· Kertas isap

· Kertas buram

Daftar di atas ternyata bahwa setiap kantor bila mana diharapkan dapat menunaikan tugasnya secara memuaskan dalam masyarakat modern dewasa ini hendaknya dilengkapi perlengkapan tata usaha yang banyak macamnya. Beberapa alat tatausaha yang dapat ditambahkan pada daftar di atas untuk lebih melancarkan pekerjaan adalah pisau lipat pisau silet papan tulis dan lain-lain. Dalam dunia modern dengan perkembangan teknologi yang luar biasa dewasa ini, perkembangan perkantoran dapat mengalami perubahan corak dan sifat. Kalau masa lalu perkembangannya cukup dengan lembaran kertas dan alat tulis, kini kertas itu dilengkapi dengan pite rekaman, layar gambar papan magnetik dan lembaran film  sedang alatnya dapat berupa segala macam mesin perkantoran.

Mesin perkantoran merupakan segenap alat yang dipergunakan untuk mencatat, mengirim, mengganda, dan mengolah bahan ketrangan yang bekerja secara mekanis, elektris, elektronik, magnetik atau secara kimiawi. Macam mesin banyak sekali dan tampak terus bertambah sejalan dengan perkembangan teknologi moderan. Menurut Gie (1991:228) mengemukakan contoh mesin perkantoran dalam bukunya “Administrasi Perkantoran Modern” yaitu:

1. Mesin ketik

2. Mesin dikte

3. Mesin hitung

4. Mesin keperluan surat-surat

5. Mesin pengganda warkat

6. Mesin komunikasi 
C. Pengertian Prestasi Kerja 

Untuk dapat meningkatkan prestasi kerja sebuah instansi pemerintah maka perlu untuk ditingkatkan prestasi kerja pegawai. Oleh karena itu prestasi kerja merupakan suatu masalah yang harus dapat perhatian utama dari sebuah instansi pemerintah, karena peningkatan prestasi kerja pergawai tidak datang dengan sendirinya tanpa adanya usaha dan peran serta sebuah instansi pemerintah maupun pegawai itu sendiri. Hasil kerja seorang pegawai yang digambarkan sebagai suatu kemajuan, itulah yang disebut dengan prestasi kerja.    

Menurut Prayono (1979:84) dalam bukunya Manajemen Kepegawaian mengatakan pengertian prestasi kerja sebagai berikut:

Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai dan memenuhi syarat tertentu dengan cara yang wajar dan dalam keadaan yang normal serta menunjukkan dengan cepat terhadap pencapaian tujuan. 

Sedangkan menurut Nainggolan (1990:12) dalam bukunya Pembinaan Pegawai Negeri Sipil  mengatakan bahwa pengertian prestasi kerja sebagai berikut: “ Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya pada.” 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai, baik itu kualitas maupun kuantitas oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi prestasi kerja pegawai dapat dilihat dari tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebagai tujuan bersama.

D. Indikator Prestasi Kerja
Ukuran prestasi kerja menurut Dharma (1991:46) dalam  bukunya “Manajemen Prestasi Kerja”, Alat ukur atau prinsip alat prestasi kerja tersebut untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan satu persatu sebagai berikut: 1.Kuantitas kerja, 2. Kualitas
Kerja, 3. Ketepatan waktu.

Peneliti selanjutnya akan menjelasakan indikator dari prestasi kerja sebagai berikut:
1. Kuantitas kerja.

Merupakan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pegawai. Pengukuran kuantitas melibatkan perhitungan keluaran dari proses pelaksanaan kegiatan dimana perbandingan kesesuaian antara jumlah yang diselesaikan dengan jumlah yang ditentukan. Hal ini berkaitan dengan banyaknya jumlah hasil kerja yang diselesaikan oleh pegawai.  
2. Kualitas Kerja.

Kualitas kerja adalah mutu yang dihasilkan berhubungan dengan baik tidaknya hasil pekerjaan. Pengukuran kualitatif mencerminkan tingkat kepuasan, yaitu seberapa baik penyelesaiannya, hal ini berkaitan dengan bentuk keluaran berupa keberhasilan yang dicapai yang menjadi tuntutan dalam sebuah instansi pemerintah. 
3. Ketepatan Waktu.

Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupkana jenis khusus dari pengukuran kuantitatif  yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan. 

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa ukuran prestasi kerja dapat dilihat dari kuantitas yang berkaitan dengan soal jumlah keluaran yang dihasilkan, kualitas yang berkaitan dengan bentuk keluaran dan ketepatan waktu yang merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif  yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan. 

Apabila membahas tentang prestasi kerja, tidak terlepas dari sistem penilaian prestasi kerja itu sendiri. Syarif (1978:72) berpendapat dalam bukunya nyang berjudul Teknik Manajemen Latihan dan Pengembangan  sebagai berikut:

Sistem Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses untuk mengukur hasil kerja yang dicapai oleh para pekerja dan dibandingkan terhadap standar tingkat prestasi yang diminta guna mengetahui sampai dimana ketrampilan telah dicapai. 

Pendapat Handoko (1983:99) dalam bukunya Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia mengemukakan sebagai berikut: 

Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memperbaiki umpan balik kepada karyawan tentang pelaksaan kerja mereka.  


Penilaian prestasi kerja merupakan proses dari suatu organisasi melakukan penilaian atau mengevaluasi terhadap prestasi kerja yang dicapai atau diberikan para pegawainya. Baik didasarkan ketrampilan, kedisiplinan, absensinya dan sebagainya.

Sistem penilaian prestasi kerja dalam suatu organisasi terdiri dari beberapa elemen (sub sistem) yang saling terkait.

Elemen pokok sistem penilaian prestasi kerja ini mencakup kriteria yang ada hubungannya dengan standar pelaksanaan kerja, yaitu ukuran – ukuran kriteria tersebut, pemberian umpan balik kepada pegawai. Jadi sebelum melakukan penilaian, organisasi perlu menyususn standar pelaksanaan kerja . standar merupakan tolak ukur yang akan dipergunakan untuk mengukur prestasi kerja pegawai. Sebuah standar dapat dianggap sebagai pengukur yang ditetapkan, sesuatu yang harus diusahakan, sebuah model untuk perbandingan dan sesuatu alat untuk membandingkan suatu hal dengan hal lain.

Standar berarti apa yang akan dicapai sebagai ukuran untuk penilaian, Hasibuan (2002:93) dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia”, ia mengatakan standar dibedakan menjadi dua yakni :

    Standar di bedakan menjadi dua yakni :

a. Tangible Standar yaitu sasaran yang dapat di tetapkan alat ukurannya atau standarnya. Standar ini dibagi atas:

1. Standar dalam bentuk fisik yang  di bagi atas standar kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu.

2. Standar dalam Uang yang dibagi atas standar biaya, standar penghasilan dan standar investasi.

b. Intangible Standar yaitu sasaran yang tidak ditetapkan alat ukur atau standarnya. Misalnya standar perilaku, kesetiaan, partisipasi, loyalitas, dedikasi karyawan terhadap perusahaan.

Dengan penentuan standar maka penilai dapat menggunakan standar ini sebagai alat ukur yang di gunakan untuk menilai hasil kerja pegawai.

Menetapkan kriteria agar pegawai bertanggung jawab bagi prestasi kerjanya, berarti bahwa organisasi memiliki ayat yang dapat memastikan bahwa organisasi bersifat jujur dan akurat dalam menilai prestasi kerja pegawainya. Untuk itu perlu sekali bagi organisasi dalam menetapkan tolak ukur yang dapat diterapkan standar pekerjaan setiap orang untuk setiap pekerjaan tertentu ataupun sasaran yang ditetapkan untuk setiap pegawai. Tolak ukur yang ditetapkan yakni harus relevan dengan pekerjaan tersebut.

Penilaian yang baik harus memberikan gambaran yang akurat tentang yang diukur, artinya penilaian tersebut benar-benar menilai prestasi kerja pegawai yang dinilai. Agar penilaian tersebut mencapai tujuan ini, menurut Notoatmodjo (1999:133) dalam bukunya “Pengembangan Sumber Daya Manusia”, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni:      

a. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan (job Related). Artinya sistem penilaian ini benar-benar menilai perilaku atau kerja yang mendukung kegiatan organisai di mana karyawan itu bekerja.

b. Adanya standar pelaksanaan kerja (Performance Standar). Standar pelaksanaan adalah adalah ukuran yang di pakai untuk menilai prestasi kerja tersebut. Agar penilaian itu efektif, maka standar penilaian hendaknya berhubungan dengan hasi-hasil yang diinginkan setiap pekerjaan. Dengan demikian standar pelaksanaan kerja itu semacam alat ukur untuk prestasi kerja. Alat ukur sekurang-kurangnya dua kriteria yakni validitas dan reabilitas. Alat yang validitasnya tinggi apabila di ukur itu mengukur apa yang harus di ukur. Sedangkan alat ukur yang reabilitasnya tinggi apabila alat ukur itu mempunyai hasil yang ajeg (consistent).

c. Praktis.

Sistem penilaian yang praktis bila mudah di pahami dan di mengerti serta di gunkan oleh penilaian atau karyawan.   

 Penilaian yang dilakukan tersebut harus efektif sehingga pegawai bisa menerima hasil penilaian tersebut dan merasa puas dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh pimpinan.

Penilaian terhadap pegawai dapat dilakukan dengan baik oleh atasan langsung maupun tidak langsung. Penilaian oleh atasan dilakukan oleh atasan yang mempunyai wewenang secara langsung untuk memberikan perintah kepada seorang bawahan. Dengan demikian bawahan yang dinilai langsung bertanggung jawab kepada seorang atasan langsung, tapi tetap harus mendapat persetujuan atau disahkan oleh pimpinan yang berwenang. Sedangkan penilaian oleh atasan tidak langsung, dilakukan oleh atasan yang memberikan suatu perintah kepada seorang bawahan tidak secara langsung melainkan melaui jalur yang telah di tetapkan dalam struktur organisasi. Penilaian yang dilakukan oleh atasan tidak langsung harus mendapat pertimbangan dari atasan langsung agar penilaian benar-benar dilakukan secara objektif.

Menurut Hasibuan (2002:95) dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Mengatakan bahwa yang menjadi ukuran untuk dinilai seorang pegawai adalah:
a. Kesetiaan.

b. Prestasi Kerja.

c. Kejujuran.

d. Kedisiplinan

e. Kreativitas.

f. Kerjasama

g. Kepemimpinan

h. Kepribadian

i. Prakarsa.

j. Kecakapan.

k. Tanggung jawab.

Penilaian hendaknya dilakukan dengan cara yang adil tidak membeda-bedakan hasil kerja yang dipakai oleh setiap organisai adalah menggunakan sistem rangking yang dilakukan dengan cara menetapkan level prestasi kerja.

Berikut ini peneliti mengemukakan pendapat Dharma (1991:60) dalam bukunya “Manajemen Prestasi Kerja” sebagai berikut:
      Level 1

Prestasi kerja tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pelaksanaan tugas prestasi kerja pegawai dengan level seperti jelas sekali tidak ada peningkatan yang cukup berarti, pegawai dengan prestasi kerja pada level ini perlu diberi tugas lain yang lebih cocok atau diberhentikan.

      Level 2

Prestasi kerja tidak memenuhi semua syarat pokok yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas pegawai dengan prestasi kerja, pada level ini tidak dapat memenuhi kriteria tugas dalam satu atau lebih bidang pokok, tetapi prestasi kerjanya sedang meningkat dan diperkirakan dapat mencapai level yang benar-benar memuaskan dalam waktu dekat.

Level 3

Prestasi kerja benar-benar memenuhi semua syarat pokok yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu tugas. Pegawai dengan prestasi kerja level ini dapat melaksanakan tugasnya dengan cara yang memuaskan.

Level 4

Prestasi kerja  benar-benar memenuhi syarat dan kadang-kadang melampaui syarat yang telah diperlukan. Prestasi kerja pada level ini jelas sekali lebih memuaskan dan kontribusinya bagi unit kerja anda diatas rata-rata.

Level 5

Prestasi kerja secara konsisten melampaui Syarat-syarat pelaksanaan tugas yang diperlukan pegawai dengan prestasi kerja pada level ini secara konsisten dapat mencapai level tinggi dalam pelaksanaan tugasnya, kontribusinya bagi keberhasilan unit kerja anda secara umum diatas rata-rata pegawai lain dengan tanggung jawab yang sama.

Level 6

Prestasi kerja secara konsisten jauh melampaui syarat pelaksanaan tugas yang diperlukan. Pegawai dengan prestasi kerja pada level ini memberikan kontribusi terbesar bagi keberhasilan unit kerja anda, terutama jika dibandingkan dengan prestasi kerja pegawai lain dengan tangggung jawab yang sama.


    
 Sedangkan menurut Siagian (1988:34) dalam bukunya                           “Manajemen Sumber Daya Manusia” mengemukakan manfaat dari penilaian prestasi kerja sebagai berikut:
1. Mendorong peningkatan kerja.

Dengan mengetahui hasil prestasi kerja dapat mengambil berbagai langkah yang diperlukan agar prestasi kerja para pegawai lebih meningkat lagi dimasa-masa yang akan datang. 

2. Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan.

Keputusan tentang siapa yang berhak menerima berbagai imbalan  dapat didasarkan pada hasil penilaian atas prestasi kerja yang bersangkutan.

3. Untuk kepentingan mutasi pegawai prestasi kerja seseorang dimasa lalu merupakan dari pengambilan keputusan mutasi baginya dimasa depan, apapun bentuk mutasi tersebut seperti promosi, alih tugas, ahli wilayah maupun demosi 

4. Guna menyusun program pendidikan dan latihan, baik yang dimaksud untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan maupun mengembangkan potensi karyawan yang ternyata belum sepenuhnya digali dan terungkap melalui prestasi kerja. 

5. Membantu para pegawai menentukan rencana karirnya dan dengan bantuan bagi kemampuan menyusun pengembangan karier yang paling tepat, dalam arti sesuai dengan kebutuhan organisai.
E.   Hubungan Kecakapan Kerja Dengan Prestasi Kerja.  


   
   Hubungan kecakapan teknis dengan prestasi kerja pegawai merupakan hubungan yang searah, dimana prestasi kerja akan tercapai apabila pegawai memiliki kecakapan teknis dalam menjalankan tugas sebagai tanggung jawabnya. Menurut Hasibuan (2002:87) dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia”, ia mengatakan bahwa prestasi kerja adalah: 

Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang di bebankan kepadanya yang didasarkan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.


     
Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas didasarkan kecakapan.. Menurut Katz yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat (1994:64) dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” bahwa  kecakapan yang pokok dari pada kepemimpinan administrasi terbagi kedalam 3 bagian: 1. kecakapan Konsepsional, 2. Kecakapan Kemanusiaan, 3. Kecakapan Teknis
 
Dengan demikian hubungan kecakapan teknis dengan prestasi kerja adalah apabila pegawai memiliki kecakapan teknis khususnya pegawai non struktural yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan bersifat teknis dengan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan maka pegawai tersebut memiliki prestasi kerja. Jelasnya bahwa hubungan antara kecakapan teknis dengan prestasi kerja mempunyai hubungan yang sangat erat karena dengan adanya kecakapan teknis yang dimiliki oleh pegawai khususnya pegawai non struktural akan mendapatkan suatu penguasaan dan kemudahan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan bersifat teknis dengan memahami penggunaan metode, proses, prosedur dan penggunaan alat, sehingga mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan memiliki prestasi kerja.
 


         
Adapun hubungan kecakapan teknis dan prestasi kerja dapat dilihat dari Gambar 2 melalui model pendekatan sistem kecakapan teknis dengan prestasi kerja.

               
Gambar tersebut terlihat dengan jelas hubungan kecakapan teknis dengan prestasi kerja mulai dari input, proses dan output sampai dengan keadaan feed back dimana untuk meningkatkan kecakapan teknis, tercapainya tujuan organisasi dan memiliki prestasi kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 2.   
  

GAMBAR 2

MODEL PENDEKATAN SISTEM KECAKAPAN TEKNIS DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI

[image: image1]
Sumber: Modifikasi Peneliti dari teori Katz yang dikutip oleh Soewarno   Handayaningrat bukunya yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Agus Dharma dalam bukunya Manajemen Prestasi kerja.  

KETERANGAN :

1. Input (masukan) merupakan suatu masukan dalam suatu sistem pendekatan yang dapat dijadikan suatu bahan yang berguna untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki masukan dalam suatu sistem tidak terlepas dari unsur-unsur cara bekerja, standar kerja, urutan kegiatan, tata kerja, buku pedoman, tujuan, alat kerja, penguasaan penggunaan alat, penghematan waktu. untuk mengatur proses pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada secara efektif dan efesien dalam mencapai tujuan
2. Process (proses), merupakan kecakapan teknis pegawai yang dimiliki para pegawai Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai dan memperhatikan tentang kecakapan teknis berdasarkan ukurannya yaitu menggunakan metode, proses, prosedur dan penggunaan alat.

3. Output, merupakan proses dari pendekatan kecakapan teknis yang akan menghasilkan dan mempengaruhi dalam peningkatan prestasi kerja pegawai ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang, apabila indikator-indikator kecakapan teknis telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan masukan yang ada, maka prestasi kerja pegawai akan meningkatkan dan output (hasil) yang diinginkan akan tercapai. Hal ini sangat ditentukan pula dengan kecakapan teknis yang dimiliki para pegawai.   

4. Feed Back (Umpan Balik), merupakan peningkatan prestasi kerja pegawai melalui proses pembinaan pegawai yang dapat memberikan umpan balik terhadap masukan dalam upaya mendapatkan daya guna dan hasil guna, sehingga proses dari kegiatan organisasi berlangsung dan berkesinambungan. Hubungan antara kecakapan teknis dengan prestasi kerja pegawai dapat dinyatakan berhasil apabila kecakapan teknis yang dilaksanakan oleh para pegawai Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat, telah dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator kecakapan teknis maka prestasi kerja pegawai diharapkan meningkat.     

FEED BACK


Meningkatkan kecakapan teknis bagi para pegawai.


Tercapainya suatu tujuan organisasi yang direncanakan dari fungsi Dinas Perikanan Propinsi jawa Barat


ketrerampilan dan kecakapan meningkat. 








OUTPUT


Adanya peningkatan prestasi kerja pegawai pada Dinas Perikanan Propisi Jawa Barat mengacu pada indikator-indikator: 


Kualitas.


Kuantitas.


Ketepatan waktu.








PROSES


Kecakapan teknis pada Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat berdasarkan ukuran-ukuran dari kecakapan teknis yang meliputi:


Menggunakan metode.


Proses.


Prosedur.


Penggunaan alat








INPUT


Cara bekerja


Standar Kerja


Ketepatan


Waktu


Pengukuran kerja


Urutan Kegiatan


Tata Kerja


Buku Pedoman


Tujuan


Alat kerja


Penguasaan Penggunaan alat


Penghematan Waktu























